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ABSTRACT 

Early 2020, the COVID-19 pandemic will become a world problem. Even some 

governments in the world are overwhelmed but continue to work to overcome the 

spread of this virus, as well as to overcome its various effects. One of the impacts 

caused by the Covid-19 pandemic is an economic factor. In Indonesia, there is no 

exception, as a result of this pandemic the people's economy has declined. And to 

overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to refocus 

the budget from various existing budget items. And one of the budget items that is 

also being refocused is the Village Fund. Village funds, which are actually 

intended for village development and development, have been converted into cash 

assistance funds called Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa). In 

terms of its effectiveness, this program still raises many questions. Therefore this 

research was conducted to see the effectiveness of the Village Fund Direct Cash 

Assistance program. This research was conducted in the village of Kaliwungu, 

Bruno, Purworejo Regency. The research findings show that the effectiveness of 

this program, especially for the poor, is felt to be very beneficial for them, and 

most people support the program carried out by the central government. 
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PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan 

juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada 

kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang 

mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya 

aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan 

menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan 
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ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen— 

menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun 

sebelumnya yang mencapai level 5 persen. 

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan 

langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat 

rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi 

anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat 

menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi 

program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak 

memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena 

sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi 

dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta 

sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang 

dapat  dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas. 

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk 

kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. 

Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan 

target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan 

mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial 

merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program 

Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara 

Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai. 

Dari pengamatan peneliti di lapangan mengenai efektivitas bantuan 

langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 peneliti 

melihat banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain 1. Apa saja 

kriteria penerima BLT DD; 2. bagaimana proses pendataannya, Apakah 

menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada 

ataukah didata ulang; 3. Apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria 

kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik; 4. Ke mana kami mengadu jika 

terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT DD; 5. Bagaimana 

dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi 

belum memiliki KK sendiri; 6. Apakah desa bisa melakukan pemotongan besaran 

BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah terdata 

dan memenuhi kriteria namun anggaran BLT DD tidak  cukup. Sejauh ini 

pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Kaliwungu Kecamatan 

Bruno sudah dilaksanakan namun masih menyisakan berbagai permasalahan 

seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima 

namun menerima, juga sebaliknya ada yang layak namun tidak menerima, data 

penerima yang tidak akurat. 

TINJAUAN PUSTAKA 
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Program Bantuan Langsung Tunai 

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai 

merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan 

Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan 

yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam 

klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam 

klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan 

(PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea 

Siswa. 

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program 

tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang 

berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik 

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang 

dimaksud adalah persoalan kemiskinan. 

Konsep Kemiskinan 

Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis 

yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah 

kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum 

seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan 

pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai 

kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis 

kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan 

digolongkan sebagai penduduk miskin. 

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak 

mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembang 

kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2014). Hak-hak dasar antara lain (a) 

terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) 

rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. (Badan Pusat Statistik). Menurut Edi 

Suharto (2007:142) tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat dimensi 

utama, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan kultural, dan 

kemiskinan struktural. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, (Moleong, 2010:78). 

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana desa 

untuk masyarakat miskin di desa Kaliwungu kecamatan Bruno, dengan indikator: 
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Ketepatan Waktu, Ketepatan dalam menentukan pilihan, dan Ketepatan Sasaran. 

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data 

terdiri dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumen dan arsip. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis 

data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan 

angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang 

dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis 

jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, ditarik kesimpulan 

dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi masyarakat Terkena 

Dampak Covid-19 di Desa kaliwungu 

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana 

desa untuk masyarakat miskin di desa Kaliwungu kecamatan Bruno Kabupaten 

Purworejo. Dengan menggunakan indikator untuk menilai efektifitas, digunakan 

teori dari Makmur (2010) mengenai efektifitas sebagai teori utama untuk 

membedah permasalahan yang ada. Selanjutnya dijabarkan melalui hasil 

penelitian di lapangan sebagai berikut: 

1. Ketepatan Waktu 

Salah satu indikator untuk menilai keefektifitasan adalah ketepatan waktu. 

Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan 

suatu program dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu 

penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kaliwungu Kecamatan 

Bruno Kabupaten Purworejo, peneliti mewawancarai informan kepala desa 

Kaliwungu mengenai penyaluran BLT- Dana Desa, beliau mengatakan: 

“Berkaitan dengan penanganan dampak covid 19, desa 

mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak covid 

melalui anggaran yang diambil dari dana desa yang kemudian 

disebut BLT dana desa dalam penyalurannya telah diatur 

mekanisme dari pendataan sampai pada penyalurannya. BLT Dana 

Desa sendiri disalurkan melalui duagelombang, yakni gelombang 

pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), 

dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per 

bulan. Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli 

(Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-

masing Rp.300.000 per KPM per bulan. Kami sebagai pemerintah 

desa, hanya mengikuti saja apa yang menjadi keputusan dari 

pemerintah pusat. Efeknya adalah dana yang seharusnya untuk 

pembangunan dialihkan ke penanganan dampak covid 19. Sejauh 
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ini ketepatan waktu dalam penyaluran sudah tepat, karena kami 

mengikuti mekanisme yang berlaku terutama mengenai pendataan 

masyarakat yang layak atau tidak layak”. 

 

Peneliti juga mewawancarai informan masyarakat bapak Mujayanto 

mengenai ketepatan waktu penyaluran beliau mengatakan: 

“Penyaluran BLT – Dana Desa yang saya tahu melalui mekanisme 

pendataan terlebih dahulu, ada tim yang bertugas untuk itu, kami 

hanya diminta mengisi formulir dan meminta data-data yang perlu 

saja selanjutnya diumumkan nama-nama yang berhak mendapatkan 

dana tersebut dengan menempelkan stiker di rumah apabila 

mendapatkan bantuan tersebut. Saya termasuk penerima BLT dana 

desa Rp. 600.000,- dan bagi saya ini sudah berjalan dengan baik, 

kami harus mengambilnya di kantor pos yang ditunjuk dengan 

mengikuti jadwal dan protokol yang berlaku. Jadi bagi saya 

pemerintah desa telah bekerja maksimal sehingga boleh berjalan 

dengan baik.” 

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa dari indikator 

ketepatan waktu penyaluran BLT dana desa tahap I hingga Tahap IV berjalan 

dengan baik. 

 

2. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan 

Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan 

pilihannya terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa 

Kaliwungu, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dianggp 

mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peneliti mewawancarai Perangkat 

desa yang juga merupakan gugus tugas pananganan covid 19 di desa Kaliwungu 

yakni Bapak Umardani beliau mengatakan: 

“Dalam rangka menentukan calon penerima BLT dana desa yang 

tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat. Salah satu syarat penerima BLT dana desa 

adalah calon penerima bukanlah peserta program keluarga 

harapan (PKH). Permasalahannya adalah terkadang pemerintah 

desa tidak mendeteksi masyarakat yang sudah menerima PKH dan 

tidak mengakuinya, hal tersebut kembali ke masyarakat, karena 

sebelumnya kami juga telah mensosialisasikan syarat penerima 

program BLT dana desa. Jadi kembali lagi ke masyarakat masing-

masing, apalagi ditengah pandemi ini kita harus saling membantu 

satu sama lain.” 

Berdasarkan hasil penelitian melalui data sekunder dan wawancara dengan 

informan yang berkompeten didapati jumlah penerima bantuan langsung tunai 
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dana desa tahap I di desa Kaliwungu berjumlah 218 kepala keluarga Rp. 600.000 

dan Rp. 300.000 pada tahap kedua yang perinciannya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 1 

Rincian penerima BLT Dana Desa di Desa Kaliwungu 

No Jag a Jumlah Penerima Tahap I (Rp) Tahap II (Rp) 

1 I 53 Rp. 600.000 Rp. 300.000 
2 II 55 Rp. 600.000 Rp. 300.000 
3 III 55 Rp. 600.000 Rp. 300.000 
4 IV 55 Rp. 600.000 Rp. 300.000 

 

Peneliti mewawancarai informan masyarakat penerima BLT dana desa 

untuk mengetahui apakah penentuan pilihan penerima BLT dana desa di desa 

Kaliwungu sudah tepat, informan Tokoh Masyarakat Bapak Baikuni memberikan 

pernyataannya sebagai berikut: 

“Bantuan langsung tunai menurut saya sudah sangat membantu 

bagi masyarakat terutama yang terkena dampak covid 19. Namun 

dalam penentuan penerimannya saya selaku tokoh masyarakat 

disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa 

masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap 

menerima, selaku tokoh masyarakat saya menanyakan hal tersebut 

kepada hokum tua dan beliau mengatakan bahwa tidak ada unsur 

kesengajaan apabila hal tersebut jadi, kalaupun ada karena tidak 

disengaja atau ada masyarakat yang tidak jujur. Terutama yang 

sudah penerima PKH dan tidak mengakuinya.” 

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan menentukan pilihan pemerintah 

desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme 

dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua 

dengan tegas dan juga berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan 

demikian. 

3. Ketepatan Sasaran 

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan 

mekanisme serta tugas dari masing- masing tingkatan pemerintah dari pemerintah 

pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-

Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan 

pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta 

kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT- 

Dana Desa. Untuk mengetahui ketepatan sasaran yang telah dijalankan oleh 

pemerintah desa dalam penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa di Desa 
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Kaliwungu, peneliti mewawancarai Informan tokoh masyarakat masyarakat yakni 

bapak Heri Pratikto, beliau mengatakan: 

”Saya menilai sejauh ini pada penyaluran bantuan langsung tunai 

dana desa di desa talaitad sudah tepat sasaran, dengan adanya 

bantuan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu mengingat 

kondisi pandemic ini menyebabkan banyak masyarakat yang 

kehilangan pekerjaan dan berkurang penghasilannya. Pemerintah 

desa telah bekerja maksimal dan mematuhi prosedur yang ada.” 

Pernyataan tokoh masyarakat tersebut juga diperkuat dengan beberapa 

pernyataan yang dikatakan oleh beberapa masyarakat yang kebetulan bercerita 

dan mengungkapkan hal tersebutyang pada intinya penyaluran dana desa sudah 

sesuai dengan peruntukkannya, hampir keseluruhan masyarakat desa Kaliwungu 

terdampak covid-19, namun dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka 

tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT Dana desa tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Dalam rangka penanganan dampak covid-19 khususnya dampak 

ekonomi, pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil 

dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui 

mekanisme dan waktu yang ditetapkan. Jika dilihat efektifitasnya dari program 

tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa di Desa 

Kaliwungu, dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme 

yang ada. Sedangkan dari sisi ketepatan menentukan pilihan, dapat disimpulkan 

bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya 

dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah 

oleh kepala dusun RW II dan berdasarkan hasil data sekunder dilapangan 

menyatakan demikian. Dan untuk aspek ketepatatan sasaran, dapat disimpulkan 

bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kaliwungu 

Kecamatan Bruno sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan 

masyarakat yang merasakanlangsung dampak BLT dan merupakan pelaku 

langsung di lapangan. 
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